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ABSTRAK
OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJl
KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Oleh:
RANI FEBRI SAFITRI
NPM. 1602090129

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang
dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum, dengan memisahkan
sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu
wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum
lainnya, sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Praktik wakaf yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat sebelum berlakunya PP No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
masih bersifat konvensional, masyarakat hanya menyerahkan kepada tokoh
masyarakat atau kepala desa. Praktik semacam ini tentunya sangat rentan terhadap
risiko yang akan dihadapi masyarakat, karena tidak adanya legalitas dalam praktik
tersebut. Oleh sebab itu diperlukan peran dari berbagai pihak, salah satunya yaitu
kepala desa guna mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam
Mewujudkan Kepastian Hukum pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dan 2) untuk Mengetahui
Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum
Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang
digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan
digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam melakukan perannya
sebagai Kepala Desa di Desa Raman Aji pihaknya telah berusaha semaksimal
mungkin dalam mewujudkan kepastian hukum khususnya mengenai perkara
wakaf tanah. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum
mengetahui akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Serta peran dari pihak Nadzir
(pengelola wakaf) kurang memahami tentang tatacara perwakafan membuat
masyarakat beranggapan wakaf merupakan ibadah yang tidak perlu dipamerkan
kepada siapapun. Adanya asumsi serta ketidaktahuan masyarakat mengenai
perkara tersebut, membuat peran Kepala Desa di Desa Raman Aji dalam
mewujudkan kepastian hukum mengenai perkara tanah wakaf menjadi tidak
maksimal. 2) Terkait dengan adanya permasalahan tanah wakaf yang terjadi di
Desa Raman Aji, dirasa peran dari pihak Kepala Desa dalam mewujudkan
kepastian hukum yang didasarkan pada PP. No. 41 Tahun 2004 masih belum
optimal. Adapun langkah agar menjadi optimal mengenai permasalahan tanah
wakaf, yaitu dimulai dari pihak Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak
KUA Desa Raman Aji harus lebih aktif dalam melakukan pencatatan untuk dapat
melaporkan dan mendaftarkan perwakafan tanah kepada KUA setempat.
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Ali-Imran: 92)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji
yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum, dengan
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik
dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”,
yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan
umum lainnya, sesuai dengan ajaran Hukum Islam.!

Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang
diwakafkan. Hal demikian itu merupakan menifestasi dari ajaran Agama
Islam, dimana dalam sebuah hadits Rosululloh SAW yang diriwayatkan oleh
Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya: “Apabila mati anak adam,
maka terputuslah daripadanya seluruh amalnya kecuali tiga hal yaitu shodagoh
jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akannya. ” Imam
Muslim meletakkan hadits ini dalam bab wakaf karena para ulama
menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.?

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong wakaf melalui interuksi
pemerintah, pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan UU No 41 tahun 2004
tentang wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah

No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004.

! Boedi Harsono, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan UUPA, lJilid 1, (Jakarta:
Djambatan, 2003), 348
2 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 25.



Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur didapatkan informasi
bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebelum
berlakunya PP No. 41 tahun 2004 tentang wakaf masih bersifat konvensional,
masyarakat hanya menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau kepala desa.
Hal ini disebabkan karena masyarakat desa khususnya di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara lebih mempercayakan kepada orang yang dianggap
mampu untuk mengelola wakaf dengan sistem kepercayaan atau di bawah
tangan. Praktik semacam ini tentunya sangat rentan terhadap risiko yang akan
dihadapi masyarakat, karena tidak adanya legalitas dalam praktik tersebut.’

Jika demikian, hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah atau
sengketa di kemudian hari ketika Wagqif (yang mewakafkan), Nadzir (yang
mengelola) dan saksi-saksi telah meninggal dunia. Masalah ini terjadi karena
tidak jelasnya status tanah yang diwakafkan, manfaat atau kegunaan tanah
juga tidak jelas dan terlantar atau tidak terurusnya tanah wakaf serta tidak
adanya tanda bukti atas keberadaan wakaf tersebut. Hal ini juga menyebabkan
para pihak yang tidak bertanggungjawab dapat mengingkari keberadaan tanah
wakaf tersebut.

Sebagai contoh: Adanya pengingkaran atas ikrar wakaf yang telah
dilakukan oleh orang tua mereka, penggunaan tanah wakaf tidak sebagaimana
mestinya sesuai dengan tujuan diadakannya wakaf atau disalahgunakan oleh

Nadzir (pengelola wakaf) dan sebagainya. Timbulnya permasalahan dan

® Hasil Wawancara dengan Bapak Amin, selaku masyarakat di Desa Raman Aji,
Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 21 Agustus 2021.



persengketaan tanah wakaf tersebut di atas pada dasarnya disebabkan oleh
minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah di kantor
pertanahan setempat, yang sebelumnya ikrar wakaf tersebut telah dibuatkan
aktanya pada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di kecamatan setempat.*

Terdapat adanya suatu indikasi bahwa proses perwakafan tanah milik
di wilayah Raman Aji Kecamatan Raman Utara belum semuanya mengikuti
ketentuan PP No. 42 tahun 2006 beserta peraturan pelaksana lainnya tentang
Perwakafan Tanah Milik. Hal ini dapat diketahui dari adanya beberapa
sengketa tanah wakaf yang terjadi di wilayah tersebut, baik yang telah
diselesaikan melalui proses pengadilan maupun yang diselesaikan melalui
proses perdamaian (musyawarah) oleh para pihak yang bersengketa.

Bahkan ada pula beberapa kasus yang masalahnya masing
menggantung tanpa adanya penyelesaian dengan alasan bahwa Allah SWT
yang akan menghukum, mengadili dan mengadzab orang atau pihak yang
mengambil sebagian atau seluruh tanah wakaf tersebut. Hal tersebut di atas
dapat terjadi karena sebagian masyarakat belum mengetahui, memahami dan
mentaati secara benar ketentuan peraturan perwakafan yang ada.’

Ketidaktahuan masyarakat mengenai suatu peraturan perundang-
undangan khususnya PP No. 42 tahun 2006, kemungkinan disebabkan oleh

kurangnya sosialisasi atas peraturan tersebut kepada masyarakat khususnya

* Hasil Wawancara dengan Bapak Pujianto selaku Tokoh Agama di Desa Raman Aji,
Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 22 Agustus 2021.

% Hasil Wawancara dengan Bapak Pujianto selaku Tokoh Agama di Desa Raman Aji,
Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 22 Agustus 2021.



masyarakat pedesaan yang letak wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan
daerah dan jauh dari pihak-pihak atau instansi yang berkompeten untuk
melakukan sosialisasi tersebut.®

Kepala Desa dalam kehidupannya sehari-hari selalu berhubungan
dengan warga masyarakat. Sifat paternalistik yang masih melekat erat pada
Kepala Desa, menempatkannya pada posisi sebagai tokoh dan menjadi suri
tauladan bagi semua warga masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya.
Sebagai akibatnya setiap anjuran dan nasehatnya selalu dianut dan dipatuhi
olen warga masyarakat. Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah yang
paling tahu segala peristiwva atau keadaan yang terjadi di wilayah
kekuasaannya, termasuk peristiwa-peristiwa yang menyangkut adanya
perwakafan tanah di wilayahnya.

Jika terjadi permasalahan antar warga, Kepala Desa selalu dimintai
nasehat dan pendapatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti
yang terjadi di Desa Raman Aji. Dalam hal terjadi permasalahan perwakafan
(sengketa tanah wakaf), Kepala Desa mempunyai peran dalam
penyelesaiannya. Adapun peran Kepala Desa Raman Aji tersebut antara lain
yaitu sebagai penasehat dalam menangani setiap kasus yang terjadi dalam
masyarakat, sebagai mediator atau penengah dalam mengatasi setiap masalah
perwakafan yang ada, dan sebagai saksi dalam proses eksekusi putusan

pengadilan.’

® Hasil Wawancara dengan Bapak Pujianto selaku Tokoh Agama di Desa Raman Aji,
Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 22 Agustus 2021.

" Masdar, Kepala Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung
Timur, wawancara pada survey, 20 Agustus 2021



Selain peran tersebut, Kepala Desa juga mempunyai peranan yang
sangat penting dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah khususnya tanah
wakaf. Peran Kepala Desa tersebut nampak dalam kegiatannya sehari-hari
yaitu memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Dalam
melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Desa bersama dengan perangkat
desa lainnya selalu siap memberikan pelayanan administrasi di bidang apapun
kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah
memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Dalam hal
pendaftaran hak atas tanah wakaf, Kepala Desa juga diminta untuk
memberikan surat keterangan yang diperkuat oleh Camat setempat yang
menerangkan kebenaran kepemilikan tanah yang akan diwakafkan tersebut
dan tidak tersangkut suatu sengketa.®

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul: Optimalisasi Peran Kepala Desa
dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan
penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum
pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

Kabupaten Lampung Timur?

® Hasil Wawancara dengan Bapak Masdar selaku Kepala Desa Raman Aji, Kecamatan
Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, 20 Agustus 2021.



2. Bagaimana Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan
Kepastian Hukum Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004 di Desa Raman Ayji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian
Hukum pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman
Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Untuk Mengetahui Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam
Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004
di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung
Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini
diharapkandapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran
dalam perkembangan lImu Hukum Berdasarkan PP. No. 41 Tahun
2004 tentang Perwakafan.
b. Manfaat Praktis
Manfaat praktis ini dapat memberi pengetahuan serta dapat

memberikan masukan dan dijadikan bahan acuan bagi Pemerintah



khususnya wilayah Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten

Lampung Timur dalam meningkatkan perolehan sertifikat hak atas

tanah wakaf sebagai tanda bukti hak yang kuat dan guna menjamin

kepastian hukum hak atas tanah wakaf.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian
terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian
mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan
dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk
itu ditinjau kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian
ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan
berbeda.

1. Sri Kartika Mawardi (057011084) “Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf
Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA”
Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan
Lulus Tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana
pandangan hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA mengenai
perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik serta bagaimana akibat
hukumnya.’

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis Sri Kartika
Mawardi, yaitu terletak pada pembahasan mengenai wakaf. Berbeda

halnya dengan penelitian yang penulis lakukan, pada penelitian ini penulis

°Sri Kartika Mawardi, “Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum
Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA” Tesis Tahun 2007.



membahas tentang peran kepala desa terhadap perlindungan hukum
mengenai wakaf berdasarkan PeraturanPemerintahNomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik pasca berlakunya Undang- undang No.
41 tahun 2004 tentang wakaf tanah.

. Amanda Nariswari dengan judul: “pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf
menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan
tanah milik di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian
tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di
Kabupaten Sleman khususnya Moyudan prosedurnya telah sesuai dengan
PP Nomor 28 Tahun 1977 dan UU Nomor 41 Tahun 2004 namun masih
memiliki kendala dalam menerapkan Pasal 32 UU Nomor 41 Tahun 2004
dalam prakteknya pelaksanaan pendaftaran terdapat berbagai hambatan
dibeberapa kasus yang disebabkan oleh wakif yang sulit memenuhi syarat
dan terkendala jarak, nazhir yang tidak memproses pendaftaran, dan tanah
yang berasal dari jual beli namun belum diproses.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan amanda nariswari yaitu
terletak pada pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf berdasarkan peraturan
pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang wakaf. berbeda halnya dengan
peneliti yang penulis lakukan. Pada penilitian yang penulis lakukan
penulis membahas peran kepala desa tentang perlindungan hukum

masyarakat terhadap tanah wakaf berdasarkan peraturan pemerintah nomor



28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasca berlakunya undang-
undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.'°

3. Riyanto dengan judul: “Optimalisasi pengelolahan wakaf di kabupaten
demak’’ hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa optimalisasi
pengelolahan dan fungsi wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya.
Studi ini mengungkap fakta bahwa lembaga wakaf di Kabupaten Demak
belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
dikarenakan banyak tanah-tanah wakaf di Kabupaten Demak tidak
dikelola secara profesional dan kurang produktif.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis riyanto, yaitu
terletak pada pembahasan mengenai optimalisasi keduduakan wakaf
sesudah diberlakukanya peraturan pemerintah No. 41 tahun 2004 tentang
wakaf sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukung

dan menghambat upaya pengoptimalisasi wakaf.™

©Amanda Nariswari, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman”, dalam https:
[ldspace. uii. ac. id/bitstream/handle/123456789/6941/, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

YRiyanto, “Optimalisasi Pengelolahan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)” Jurnal, Vol.
14 No 2, 2017.
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LANDASAN TEORI

A. Teori Peran dan Kewenangan Kepala Desa
1. Teori Peran dan Kewengangan Pejabat Publik

Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan
berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori
peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan
antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil
dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai
seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia
diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang
ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan
menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada
dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan
kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu
diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang
lainnya.? Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk
perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran

(role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang

! Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, (Bandung:
Grafindo Media Pratama, 2007), 25

2 A Falasifah, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict
terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, Jurnal
Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320



11

dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku
khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu.
Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang
mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di
lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam
dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara
bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.’

Jadi teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam
terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa Yyang
ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran
merupakan pamahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam
kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai
peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan
lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan
peran. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran
merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh
seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan
tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang.

Istilah kewenangan dalam berbagai literatur sering dipersamakan
dengan istilah kekuasaann dan wewenang, dan kekuasaan sering

dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

* Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap
Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan
Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277,
Universitas Negeri Semarang (2013): 110.
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Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan
biasanya merupakan hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang
memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled). Atas
dasar pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak
berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum
oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”. Sedangkan
kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai
wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu
sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui
serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.
Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris (authority),
dan istilah dalam bahasa Belanda (gezag). Menurut H. D. Stout yang di
kutip Ridwan HR, kewenangan adalah: ”Keseluruhan aturan-aturan yang
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan
oleh subyek hukum publik di dalamhubungan hukum publik” Ada dua
unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang
dikemukakan H. D. Stout, yaitu: (1) adanya aturanaturan hukum, (2)
adanya sifat hukum. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana
tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority)
memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence).
Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-
undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan,

artinya subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undangundang,
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maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam
kewenangan itu. Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang
diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda
pemerintahan. Dalam teori kewenangan dikaji unsur-unsur; adanya
kekuasaan, adanya organ pemerintah dan sifat hubungan hukumnya.*

Kekuasaan dalam negara sejatinya adalah kekuasaan hukum
terutama pada Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi yang
memberikan wewenang kepada Pemerintah (eksekutif) untuk bertindak
sesuai dengan wewenang Yyang diberikan oleh hukum. Dalam
penyelenggaraan fungsi pemerintahan tindakan Pemerintah harus
didasarkan pada wewenang yang dimiliki dan bukan pada kekuasaan.
Tentunya penggunaan diskresi pun harus didasarkan pada kebutuhan atas
terselenggaranya program Pemerintah dan bukan pada kemauan pribadi
dari Pejabat Pemerintahan.

2. Peran Kepala Desa

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat
membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan,
meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai
tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat

meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas — tugas yang diberikan

*R. Agus Abikusna, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jurnal SOSFILKOM Volume XIII Nomor
01 Januari-Juni 2019
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kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan

kinerja dalam menjalankan tugas — tugasnya.”

Adapun peranan Kepala Desa didalam Desa :°
a. Stabilisator: Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan

kestabilan dalam bidang pembangunan.

b. Inovator: Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat
pembaharuan disegala bidang pembangunan.

c. Pelopor: Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan
dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan
disegala bidang pembangunan.

d. Modernisator: Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna
menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan
pembangunan.

Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa
kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan
merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia
mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan
membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan
dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan

tertentu.

> Okta Hendrik. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung
Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1,
Nomor 2, 2013, 460.

® Saprin, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Genjor
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). Jurnal limiah Administrasi Negara, 2.
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Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat
membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan,
meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai
tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat
meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas — tugas yang diberikan
kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan
kinerja dalam menjalankan tugas — tugasnya.*

. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga
mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa

Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Menetapkan Peraturan Desa

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Membina kehidupan masyarakat Desa

Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

Membina dan meningkatkan perekonomian serta mengintegrasikannya

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya

kemakmuran masyarakat Desa

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa

J. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa

I.  Memanfaatkan teknologi tepat guna

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan

SQ@ o0 o
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0. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam
menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan.

Peranan kepala desa dalam penelitian ini dipandang sebagai
peranan formal yang harus dilakukan oleh kepala desa salah satunya
adalah memberikan pelayanan publik di desa, peran dan wewenang kepala
desa dimaknai sebagai tugas dan fungsi dari wewenang yang sebenarnya
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Wewenang kepala desa
dalam pelayanan publik berhungan pelaksanaan tujuan pemberian otonomi
desa yang diserahkan Negara melalui undang-undang nomor 32 tahun
2004.

Peran Kepala Desa salah satunya yaitu menjadi motivator untuk
masyarakat. Peran pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan,
pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada
masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada
individu lainnya. Cara kepala desa untuk memotivasi masyarakat yakni
dengan mengajak masyarakat untuk datang ke setiap pertemuan yang
dilaksanakan di desa dengan cara pihak pemerintah desa memberikan
undangan kepada masyarakat.® Hal ini dilaksanakan agar masyarakat

mengetahui kebutuhan desa dan masyarakat itu sendiri, sekaligus agar

"Jamin Potabuga, ‘‘Peran Kepala Desa dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak
Kabupaten Minahasa Selatan)”, e-jurnal ‘acta diurna’, Vol. IV No. 2, Tahun 2015.

® Nurjanah, Rita Kalalinggi, Nur Hasanah. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.
eJournal llmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 2, 2019, 932.



17

masyarakat lebih tau akan program-program yang dicanangkan desa dalam
pembangunan.

Adapun peran selanjutnya oleh Kepala Desa yaitu sebagai
fasilitator. Fasilitator adalah seorang yang memberikan bantuan dalam
memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka
dapat memahami atau memecahkan masalah bersama — sama. Kepala Desa
sebagai fasilitator adalah kepala desa memberikan fasilitas yang layak
berupa balai desa atau tempat lainnya yang dirasa layak untuk
masyarakat.”

Hal ini dilakukan untuk memberikan wadah atau kesempatan
kepada rakyat setempat untuk mengusulkan pemikirannya tentang
berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa. adi aspirasi dan inspirasi dari
masyarakat dapat dimasukkan dalam perencanaan program pembangunan
yang ada di desa agar apa yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan
tujuan dan sasaran.

Adapun peran selanjutnya sebagai Kepala Desa, dalam
memecahkan permasalahan dalam pengendalian konflik sosial di
masyrakat, yaitu dapat melalui jalur konsiliasi. Konsiliasi (conciliation)
adalah suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang utama. Pengendalian
ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya

pola diskusi dan pengambilan keputusan.™

° Indrian Syafitri dan Lilis Suriani. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam

Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
PUBLIKa, Vol. 5, No.1 Hal. 44-54 (2019), 47.

0 Kamaluddin Ahmad, Ongki. Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar
Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. CIVICUS : Pendidikan-
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Kemudian konsiliasi melalui konsiliator yaitu pihak ketiga yang
bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian dan
keputusan tetap di tangan para pihak. Selanjutnya penentuan ahli yaitu
menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan, yang
dalam hal ini dapat melalui peran dari adanya Kepala Desa. Oleh karena
itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.

B. Wakaf Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004
1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”.
Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di
tempat”. Kata “Wakafa Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa
Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan.'

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan
dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan
menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi
siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.*?

Menurut istilah syara“, Muhammad Jawad Mughniyah dalam
bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah:

Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta
dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.™

Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 7 No. 1 Maret 2019, hal.
58-68, 66.

1 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI, Figih Wakaf, (Jakarta: Februari,2007), 1.

12 Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005),
45,

. Drs, Abdul Halim, M.A, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press,
2005, 9.
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Sedangkan dalam buku-buku figh, para ulama berbeda pendapat
dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat
yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli
figh adalah sebagai berikut :

a. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda
yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka
mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut
menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau
terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, wagqif masih
menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan
menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal maka harta
wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari
wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat™.*

b. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang
diwakafkan dari kepemilikan wagqif, akan tetapi wakaf tersebut
mencegah wagqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan
kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif
berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik
kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wagqif
menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan
keinginan waqif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya
perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak
boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).®

c. Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah
melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah
sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara
otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk
diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah, dimana
selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.*

Jadi pengertian wakaf dalam syari’at Islam jika dilihat dari
perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah

suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan

4 M.Attoillah, Hukum Wakaf, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, 7.
15 H
. Ibid., 7.
8 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI, Figih Wakaf, (Jakarta: Februari,2007), 2-3.
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atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi
keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai
berikut:
a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok
orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda
miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna
kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan
ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang
pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau
tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali
pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

b. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1)
menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa

wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang
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diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan
ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan
pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
2. Dasar Hukum Wakaf
Dasar hukum perwakafan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an Surah Ali Imran Ayat 92

)

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu
cintai. Dan apa saja yang kamunafkahkan Maka Sesungguhnya Allah
mengetahuinya. (Q. S. Ali Imran: 92)"'

Turun ayat ini, banyak sahabat nabi yang terdorong untuk
melakukan amal wakaf Pakar hukum Islam dari berbagai mazhab
mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf. Hal ini karena,
secara historis setelah turun ayat ini, banyak sahabat nabi yang
terdorong untuk melakukan amal wakaf. *®

b. Hadits

Hadits Riwayat Muslim

7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005),
48.

! Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2011), 26.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa
Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:. “Apabila ada
orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal,
yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat,
atau anak shaleh yang mendoakan untuknya. « (H. R Muslim).*

Hadits ini menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang
pahalanya tidak akan terputus. Sementara, sedekah itu sendiri tidak
mungkin diberikan, kecuali dengan cara menahannya (mewakafkan).
Oleh karena itu wakaf merupakan amalan yang dianjurkan oleh syara’.

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia
diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:
a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara
Perwakafan Tanah Milik.
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian
Terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tata Cara

Perwakafan Tanah Milik.

*Ma’mur Daud, Shahih Muslim, (Jakarta: Fa. Widjaya, 1984), Jilid 111, 208-209
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Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala
Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi
Tanah Wakaf

Badan Pertahanan Nasional Nomor 360. 1-2782 tentang Pelaksanaan
Penyertifikatan Tanah Wakaf.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam. 20

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.?°

3. Rukun dan Syarat Tanah Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan

merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa,

rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang

menjadi tempat bertumpu. Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur

wakaf ada empat, yaitu:

a.

b.

Wagif (pihak yang mewakafkan hartanya).

Maugquf bih (barang atau harta yang diwakafkan).

Maugquf “alaih (yang berhak menerima wakaf / peruntukan wakaf).
Shighat atau ikrar (pernyataan atau ikrar wagif sebagai suatu kehendak

untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).*

0 Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-

58

*! Departemen Agama RI, Figih Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam,

2007), 21



24

Unsur-unsur dari rukun wakaf di atas harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

a. Bagi orang yang berwakaf (wakif), diisyaratkan bahwa ia adalah orang
yang ahli berbuat kebaikan, sukarela tidak karena dipaksa.?? Wakif itu
haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, telah baligh, wakif itu
harus rasyid yang berkaitan dengan seluruh tindakan hukum yang
berkaitan dengan harta benda. Jadi orang yang telah bersifat rasyid, dia
tidak bertindak lalim karena kebodohan, bangkrut, atau lalai walaupun
wakaf itu dilaksanakan oleh walinya.?

b. Untuk harta benda yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat yaitu
harta benda wakaf tersebut tidak rusak atau habis ketika diambil
manfaatnya, harta benda tesebut milik orang yang berwakaf (wakif),
bukan merupakan harta benda yang haram dan/atau najis.?*

c. Maugquf“alaih (peruntukan wakaf), sebagian fugaha membagi tujuan
wakaf menjadi al-mua’ayan yaitu berupa sesuatu atau seseorang
tertentu, dua atau tiga orang, dan ghair al-mu’ayyan/al-jihat adalah
seperti kaum fakir, ulama, para pejuang, masjid- masjid, ka’bah,
(penyiapan) pasukan, sekolah-sekolah, benteng-benteng, dan
pengurusan jenazah. Intinya wakaf ini harus bertujuan untuk kebaikan

dan mendekatkan diri kepada Allah.?

22 Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 304.

»Tata Fathurrahman. Wakaf Menurut Hukum Islam, (Bandung: LSI Unisba, 2010), 28-29

**Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), 31

% Tata Fathurrahman, Wakaf Menurut., 41
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d. Lafadz atau sighat wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif yang
dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa
diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf
adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada gabul
(jawaban penerimaan). Tapi apabila wakaf itu untuk umum saja, tidak
harus ada gabul.?

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.
Adapun rukun wakaf ada empat, Namun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 pada Pasal 6 menambahai rukun wakaf yaitu:*’

a. Wagif (orang yang berwakaf)
b. Nadzir (pengelola wakaf)

¢. Maugquf bih (harta wakaf)

d. Shighat (ikrar)

e. peruntukan harta benda wakaf
f. Jangka Waktu Wakaf

Syarat-syarat Wakaf dari tiap rukun wakaf di atas, harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:
a. Syarat Wagqif (orang yang berwakaf)
Orang vyang mewakafkan (wagqif) disyaratkan memiliki
kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam
membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat

Kriteria, yaitu:

%6 Sulaiman Rasyid, Figh Islam., 305
" Hadi Setya Tunggal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, (Jakarta: Harvarindo, 2005), 8
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1) Merdeka
2) Berakal sehat
3) Dewasa (baligh)
4) Tidak dibawah pengampuan.?®
Pada pasal 8 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dikemukakan
bahwa wagqif perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi
persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan
hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi wagqif yang
berasal dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi
ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik
organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
wakaf, bahwa Wagqif meliputi:
1) Perseorangan
2) Organisasi
3) Badan Hukum
Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf menyebutkan, bahwa:
1) Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal
sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah

harta benda wakaf

%8 Departemen Agama, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam, 2007), 21-22
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2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan
anggaran saran organisasi yang bersangkutan

3) Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk
mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan
anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.?®

b. Nazir
Di dalam Pasal 9 dijelaskan Nazir meliputi:

1) perseorangan

2) organisasi; atau

3) badan hukum

Sedangkan dalam Pasal 10 diterangkan bahwa: perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi

Nazir apabila memenuhi persyaratan:

1) warga Negara Indonesia

2) beragama Islam

3) dewasa

4) amanah

5) mampu secara jasmani dan rohani

6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum\ organisasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi

Nazir apabila memenuhi persyaratan:

2 Departemen Agama RI, Fikih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan
Wakaf, 2005), 5-6
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7) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazir

perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

8) orgnisasi yang bergerak  dibidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan dan/ keagamaan Islam.
Maukuf Bih (harta benda wakaf)
Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
wakaf, bahwa: Harta benda wakaf terdiri dari:
1) Benda tidak bergerak, meliputi:

a) Harta atas tanah sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang
belum terdaftar

b) Bangunan atau bagian bangunan vyang terdiri di atas
sebagaimana dimaksud pada huruf 1

¢) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah

d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan
syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena
dikonsumsi, meliputi:

a) Uang

b) Logam mulia

c) Surat berharga
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d) Kendaraan
e) Hak atak kekayaan intelektual
f) Hak sewa
g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti buku dan
kitab
d. Peruntukan Benda Wakaf

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan

dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1) sarana dan kegiatan ibadah

2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa

4) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan
dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 23 disebutkan mengenai peruntukan
harta benda yaitu, penetapan peruntukan harta benda wakaf
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh waqif pada
pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal waqif tidak menetapkan peruntukan
harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda
wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

e. Sighat (ikrar)
Dalam pasal 17 disebutkan bahwa: Ikrar Wakaf dilaksanakan

oleh wagqif kepada Nazir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2
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(dua) orang saksi. lkrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan secara lisan dan/ tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar
Wakaf oleh PPAIW. Dalam hal waqif tidak dapat menyatakan Ikrar
wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf
karena alasan yang dibenarka oleh hukum, waqif dapat menunjuk kusa
yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Diatur dalam pasal 18.
Sedangkan dalam Pasal 19 dijelaskan Untuk dapat melaksanakan Ikrar
wakaf, waqif atau kuasanya menyerahkan surat dan/ bukti kepemilikan
atas harta benda wakaf kpada PPAIW.
f. Jangka waktu

Dalam Undang-Undang tidak ada pengertian dari wakaf
berjangka. Akan tetapi, wakaf dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1
Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf diyatakan bahwa
Dalam Undang-Undang ini yang dimakud dengan43 Wakaf adalah
perbuatan hukum wagqif (pemberi wakaf) untuk memisahkan
dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum
menurut syariah. kemudian dalam PP No 42 tahun 2006 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, wakaf dapat dilakukan secara
berjangka dalam waktu tertentu.

4. Objek Wakaf
Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (al-

Ugar), maupun bergerak (al-Manqul) seperti perlengkapan rumah,
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mashahif, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf.
Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan
(dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya,
al- Sayyid Sabiqg berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena
dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak syah untuk
dijadikan objek wakaf. Disamping itu, al-Sayyid Sabig menjelaskan bahwa
benda- benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi,
dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena
digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf (Sayyid Sabiq, 1983: 382).
Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat- syarat
objek wakaf ada empat: Pertama, harta tersebut harus mutagawwim
(memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk
dimanfaatkan dengan cara tertentu); Kedua, harta yang diwakafkan dapat
diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf
ketika wakaf diikrarkan; Ketiga, benda yang diwakafkan adalah milik
wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda
tersebut diikrarkan untuk wakaf; Keempat, benda yang diwakafkan dapat
dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain (Muhammad
Mushthafa Salabi, 1957: 54-47). Pendapat ulama figih mengenai objek
wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda,
bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif

secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka
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menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang bersifat umum. Oleh

karna itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah ijtihadi.*

Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam

Pasal 16 Ayat (1) Sampai (3) menyebutkan bahwa obyek wakaf (benda

wakaf) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

1)

2)

3)

4)

5)

1)
2)
3)

4)

Benda tidak bergerak meliputi:

Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar;

Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri atas tanah

sebagaimana dimaksud pada huruf a;
Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan yang berlaku;

Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan Syariah dan peraturan

Perundang- undangan yang berlaku.
Sedangkan benda bergerak meliputi:

Uang.

Logam Mulia.

Surat Berharga.

Kendaraan.

%0 Abdul Haris Naim, “Pengembangan Objek Wakaf Dalam Figih Islam Dan Hukum
Positif Di Indonesia”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, 249-250
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5) Hak Atas Kekayaan Intelektual.
6) Hak Sewa.

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan Peraturan
Perundang- undangan yang berlaku.
5. lkrar Wakaf dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta lkrar Wakaf untuk
mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya
status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun
antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya.
Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana
setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak

mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.**

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting,
karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut kan
terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin
kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri,
yang dapat dipergunakan dalam berbagai pesoalan. Namun pada
kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya

memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan

Akta Ikrar Wakaf.*?

%1 Samsidar, “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa
Perwakafan”, Jurnal Supremasi, Volume XI, Nomor 2, Oktober 2016, 142
% 1bid., 142-143
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti ikrar
wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan
karena dari segi kekuatan akta ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian
alat bukti akta autentik sehingga hakim dapat menilai beanar atau tidaknya
suatu peristiwa hukum dengan alasan adanya alat bukti yang diajukan oleh
pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti ikrar
wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau
menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan.

Seorang wakif ketika hendak mengikrarkan hartanya untuk
diwakafkan maka hendaklah melakukan ikrar tersebut sejalan dengan
hukum positif yang berlaku. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004, dinyatakan bahwa:

a. lkrar wakaf dilaksanakan olenh Wakif kepada Nadzir di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi

b. lIkrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinyatakan secara
lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf Oleh
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).*

Ketentuan Pasal 17 Undang-Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
dapat dipahami bahwa tersirat dalam akta Ikrar Wakaf merupakan akta
otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang
mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Sejalan

dengan pasal 1868 KUHPerdata. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut

disebutkan bahwa: “Akta autentik adalah akta dibuat oleh atau di hadapan

% 1bid., 143
% Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 17
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pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti
yang cukup bagi kedua bela pihak dan ahli warisnya serta semua orang
yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam
akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai
pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang

diberitahukan itu langsung berhubugan dengan pokok dalam akta itu.®
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dalam menilai kekuatan
akta ikrar wakaf sebagai alat bukti disamakan dengan kekuatan alat bukti
akta autentik yaitu berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang
terdapat di dalam akta ikrar wakaf tersebut merupakan perpaduan dari
beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Sehingga apabila salah satu dari
kekuatan itu cacat maka mengakibatkan akta autentik tidak lagi

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang
mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian
hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat
umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak
boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat
umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya

® R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk
Wetboek, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 521
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berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi
dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim
lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.*

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya
perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2). Keadilan, 3). Daya-
guna (doelmatigheid). Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan
tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam
artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum
sungguh-sungguh positif. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan
maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang
yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap
sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering
terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah,
sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam
undangundang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi
sebagaimana ada ungkapan: lex duras sed tamen scripta, yang artinya undang-
undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.*’

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa
peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-
undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum
dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks

tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah

% peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), 158
%7 0. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, (Jawa Tengah: Griya Media,
2011), 33.
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hukumnya. Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”,
yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan
tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti summum
ius, summa iniura, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan
tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.*

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan
setiap individu agar mereka mengetahui mengetahui perbuatan apas saja yang
dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka
dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Individu-individu
inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan
kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujuakan pada

bentuk atau formal belaka tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan.*

80

%8 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), 139
% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Liberty, 2008),



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan
(field research). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu
“suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian,
suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif
sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan
laporan ilmiah”.!

Pada peneliti ini, peneliti akan memaparkan data hasil yang
diperoleh di lapangan yaitu di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur, dimana penelitian ini dimana penelitian
lapangan ini akan melihat peran kepala desa dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap warga terkait permasalahan yang timbul
akibat adanya sengketa tanah wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
41 Tahun 2004 tentang Perwakafan Tanah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat

deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

! Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), 96
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masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data,
menganalisis, dan menginterpretasi”.?

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya
mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha
mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang
dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
optimalisasi peran kepala desa dalam mewujudkan kepastian hukum pada
wakaf tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga
terkait permasalahan yang timbul akibat adanya sengketa tanah wakaf
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan
Tanah beserta pelaksanaanya pada peraturan pemerintah No. 42 tahun
2006.

B. Sumber Data
Pada penilitian ini menngunakan sumber data yang berkaitan dengan
pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder
Adapun sumber data yang dimaksud adalah:
1. Sumber Data Primer

Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses

wawancara secara langsung dengan objek penelitian atau responden di

2 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), 44
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lapangan.® Adapun sumber data primer yang dimasud dalam penelitian ini
adalah sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan
wakaf di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung
Timur. Adapun sumber data primer yang dimaksud adalah Bapak Kepala
Desa yaitu Bapak Masdar, Nadzir yaitu Bapak Santo, Bapak Bambang
Wasito selaku Wakif serta beberapa masyarakat di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Penentuan masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan
dengan menggunakan tekhnik purpossive sampling. Pengertian dari teknik
purposive sampling sendiri adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu.* Tujuan digunakan teknik ini adalah masyarakat
yang pernah mengalami sengketa wakaf, untuk mengetahui bagaimana
upaya yang telah Kepala Desa lakukan dalam memberikan perlindungan
hukum pada sengketa wakaf. Dengan demikian data yang diperoleh dari
kepala desa bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung
mengenai implementasi dari adanya bentuk kepastian hukum pada wakaf
tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung
Timur.

2. Sumber Data Sekunder
Sumber Data sekunder adalah sumber data dimana peneliti tak

perlu mencari kepada sumber aslinya, singkatnya sumber data ini

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Ul-
Press, 1986), 11.

*. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: PT Alfabet,
2016), 85.
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merupakan sumber data yang telah tersedia sehingga peneliti dapat
langsung memanfaatkan dan mengolahnya.> Sumber data sekunder dalam
penelitian ini biasa bersumber dari: jurnal, artikel, buku — buku seperti :
Wakaf Produktif karya Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag., Wakaf Produktif
karya Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah H.SH., dan peraturan hukum tentang
wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Adapun sumber data
sekunder tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta
optimalisasi peran kepala desa pada wakaf tanah di desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang
bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).
Wawancara dapat berbentuk wawancara semi struktur dan struktur
wawancara struktur yaitu Guru atau peneliti bebas bertanya kepada siswa
dan siswa dapat dengan bebas menjawab dalam wawancara bebas. Urutan
atau apa yang akan ditanyakan dalam wawancara itu tidak dipersiapkan
terlebih dahulu. Berbeda dengan wawancara semi struktur, dalam
wawancara terstruktur pertanyaan sudah disiapkan dan urutannya pun
secara garis besar sudah disusun sehingga mempermudah pada wawancara

berlangsung.®

>, Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta, 2009), 105.

® Umi Lailatul Hidayah, Kasmadi Imam Supardi, dan Woro Sumarmi, “Penggunaan
Instrument Lembar Wawancara Pendukung Tes Diagnostic Pendeteksi Miskonsepsi Untuk
Analisis Pemahaman Konsep Buffer-Hidrolisis”, Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, Vol 12, No. 1,
2018, 2077
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Dalam peniitian ini peniliti menggunakan wawancara semi struktur.
Dimana peniliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya berisi
tema-tema pembahasan dengan memahami fenomena serta permasalahn
yang trjadi pada pengumpulan data. pada penilitian ini tidak terfokus pada
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, tetapi dengan
memahami keadaan pada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini peniliti
melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Masdar,
Nadzir yaitu Bapak Santo, Bapak Bambang Wasito selaku Wakif untuk
mendapatkan informasi mengenai Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam
Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Wakaf Tanah Di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen-
dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah dokumen
wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan, dokumen interview dengan
wakif dan nazir, serta sertifikasi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman
Utara Kabupaten Lampung Timur.

Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data
dikarenakan dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan,
bahkan dapat untuk meramalkan. Dokumen merupakan sumber data yang

stabil, kaya dan dapat mendorong terciptanya sebuah data.’

” Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.), 208.
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D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.®

Dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam
melakukan analisis data, dimana metode berpikir induktif didefinisikan
sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang

didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.’

® Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 402.
° Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya llmiah (Jakarta:
Kencana, 2011), 17.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Raman Aji

Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung
Timur dibuka pada tahun 1955 oleh NV Sukadana. Pada tanggal 4 Desember
1955 Desa Raman Aji didatangi oleh transmigran dari pulau Jawa, tepatnya
dari daerah Rayon Solo,Kediri dan Banyumas. Dari awal berdirinya hingga
saat ini Desa Raman Aji telah Sembilan (9) kali berganti kepemerintahan
kepala desa,dan saat ini Desa Raman Aji dipimpin oleh Bapak Masdar.

Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara berada ditengah-tengah
antara Desa Cempaka Nuban Simpang Nuban dan Rejo Binangun dan berada
di daratan rendah yang masyarakatnya bermata pencarian sebagai
petani,pedagang, pegawai negri dan swasta. Desa Raman Aji berjarak 7 km
dari pusat kecamatan, berjarak 50 km dari ibu kota kabupaten dan berjarak 80
km dari Ibu kota Provinsi. Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman
Utara terdiri dari berbagai suku yaitu Jawa, Lampung,dan bali namun
demikian mayoritas masyarakatnya beragama Islam.*

Berdasarkan data Kementrian Agama Lampung Timur di Kecamatan
Raman Utara sendiri memiliki tanah wakaf dengan jumlah 162 dengan luas
14,56 ha adapun yang sudah bersertifikat berjumlah 124 dengan luas 11,61 ha

dan yang belum bersertifikat berjumlah 38 dengan luasa tanah 2,96 ha. Di

! Raman Aji, “Dokumentasi Profil Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara” 1988
(Kelurahan Raman Aji,1988).
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Desa Raman Aji sendiri terdapat beberapa tanah wakaf namun berdasarkan
data tanah wakaf yang bersertifikat hanya ada 1 tanah yang terdaftar pada
tahun 2014 yaitu pada Masjid Babussalam yang di daftarkan pada tanggal 24
desember 2014.2

B. Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Wakaf
Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur

Peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan
oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan
tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang. Kepala desa berkedudukan
sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah
desa. Adapun tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintah desa,
melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.’

Adapun peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator dan
konsiliator. Motivator ini dilakukan agar masyarakat lebih giat dalam
menaati hukum dan mengerti akan hukum yang berlaku. Kepala desa juga
harus sebagai fasilitator hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan
fasilitas dan untuk menjembatani masyarakat dalam melakukan pencatatan
tanah wakaf sesuai dengan peraturan pemerintah.hal ini dilakukan agar
masyarakat terhindar dari sengketa tanah wakaf. sebagai konsiliator hal ini
sangat penting untuk dilakukan oleh kepala desa dimana Kepala Desa itu

dijadikan ujung tombak dari segala kegiatan yang ada dalam masyarakat

2 Kementrian Agama Lampung Timur,diakses pada tanggal 22 juni 2022.
® Tutik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD
Tahun 1945. Jakarta: Prenada Media Grup, 278.
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terutama dalam hal pemberkasan. yang nantinya akan membantu masyarakat

dalam mewujudkan kelegalitasan suatu tanah wakaf.

Adapun Peran kepala desa dalam UU No. 41 tahun 2004 terdapat
dalam ketentuan Pasal 62, disebutkan bahwa:*

1. “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk
mencapai mufakat.

2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau
pengadilan”.

Pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan mediasi adalah
penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang
disepakati oleh para pihak yang bersengketa.Dalam hal mediasi tidak berhasil
menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan
Arbitrase Syariah. Dalam hal Badan Arbitrase Syariah tidak berhasil
menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut, dapat dibawa ke Pengadilan
Agama dan/atau Mahkamah Syariah.

Dalam hal terjadi permasalahan perwakafan (sengketa tanah wakaf),
Kepala Desa juga mempunyai peran dalam penyelesaiannya. Adapun peran
Kepala Desa tersebut antara lain:

1. Sebagai penasehat dalam menangani setiap kasus yang terjadi dalam

masyarakat.

*Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 62, 27 Oktober 2004.
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2. Sebagai mediator atau penengah dalam mengatasi setiap masalah
perwakafan yang ada.

3. Sebagai saksi dalam proses eksekusi putusan pengadilan.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Desa juga mempunyai
peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah
khususnya tanah wakaf. Peran Kepala Desa tersebut nampak dalam
kegiatannya sehari-hari yaitu:

1. Memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Dalam
melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Desa bersama dengan
perangkat desa lainnya selalu siap memberikan pelayanan administrasi di
bidang  apapun  kepada seluruh  warga  masyarakat  yang
membutuhkan.Salah satunya adalah memberikan pelayanan administrasi
di bidang pertanahan. Jika ada warga masyarakat yang ingin melakukan
peralihan hak atas tanahnya baik karena jual-beli, tukar-menukar, hibah
ataupun waris-mewaris, selalu minta surat keterangan dari Kepala Desa
setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
atau surat keterangan lain yang menguatkan dan membenarkan hak katas
tanah.

Dalam hal pendaftaran hak atas tanah wakaf, Kepala Desa juga
diminta untuk memberikan surat keterangan yang diperkuat oleh Camat
setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah yang akan
diwakafkan tersebut dan tidak tersangkut suatu sengketa. Hal ini dilakukan

karena Kepala Desa/Lurah setempat merupakan pejabat yang paling tahu



48

segala sesuatu (keadaan) yang terjadi di wilayah kekuasaannya, termasuk
kejadian-kejadian yang menyangkut adanya perwakafan tanah. Selain itu,
Kepala Desa juga menyimpan setiap Salinan Akta lkrar Wakaf (AIW)
maupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang dikirimkan oleh
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat.

2. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang pertanahan. Kepala Desa juga
berperan dalam memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat
tentang masalah pertanahan khususnya mengenai arti pentingnya sertifikat
tanah termasuk di dalamnya sertifikat tanah wakaf

Terdapat suatu kenyataan bahwa meskipun peraturan perundang-
undangan tentang wakaf tanah di negara kita sudah berlaku lama, namun
hingga saat ini di kalangan masyarakat kita masih banyak yang belum
menyadari akan betapa pentingnya suatu pendaftaran hak atas tanah di Kantor
Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya setempat. Sehingga masih
banyak pula masyarakat kita yang belum memiliki sertifikat hak atas
tanahnya sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya legalitas tanah wakaf,
serta kebanyakan Nadzir kurang memahami tentang tatacara perwakafan
membuat masyarakat beranggapan wakaf merupakan ibadah yang tidak perlu
dipamerkan kepada siapapun, karena menurut masyarakat wakaf hanya
mengharapkan ridho Allah semata selain itu prosedur pendaftaran tanah yang

memakan waktu dan biaya yang berimplikasi terhadap keengganan
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pengelolahan wakaf untuk mendaftarkan tanahnya.padahal karena ketidak
adanya kepastian hokum mengenai status sebidang tanah terkhusus tanah
wakaf akan menimbulkan berbagai sengketa.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak
Masdar selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa
hambatan yang sering dihadapi dalam menunjang kepastian hukum hak atas
tanah wakaf di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, sebagai berikut:”

1. Pembinaan dan penyuluhan kepada Kepala Desa yang masih kurang. Hal
ini menyebabkan pengetahuan Kepala Desa tentang peraturan-peraturan di
bidang pertanahan dan perwakafan menjadi kurang. Sosialisasi akan
peraturan-peraturan tersebut oleh instansi yang terkait kepada Kepala Desa
akan sangat diperlukan guna membantu Kepala Desa dalam menjalankan
tugas dan fungsiinya sebagai aparat pemerintah yang paling bawah. Sebab
Kepala Desa dituntut harus mengetahui semua peraturan hukum yang ada
di segala bidang yang menyangkut masalah warga.

2. Dana operasional yang terbatas. Pembinaan dan penyuluhan yang
diberikan oleh Kepala Desa kepada warga masyarakat hanya bersifat
kadangkala saja, disebabkan oleh terbatasnya dana operasional dan sarana
pendukung lainnya.

3. Keengganan sebagian kecil warga untuk mengikuti kegiatan yang
diadakan oleh desa. Ada beberapa warga masyarakat yang mempunyai
sifat enggan/acuh terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh desa
seperti rapat warga, arisan warga, pengajian dan sebagainya. Padahal
kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sarana yang tepat untuk
membicarakan segala hal dan memberikan penyuluhan kepada warga
masyarakat. Sehingga warga yang tidak pernah datang dalam kegiatan
desa menjadi tidak tahu hal-hal penting yang perlu diketahui oleh warga.

4. Tidak adanya alat bukti tertulis yang disebabkan oleh proses perwakafan
yang sering terjadi secara lisan, sehingga kepala Desa tidak dapat
menggunakan alat bukti tersebut dalam menyelesaikan masalah (sengketa)
perwakafan yang terjadi. Terjadinya sengketa perwakafan sering
disebabkan oleh proses perwakafan yang dilakukan secara lisan, sehingga
tidak ada alat bukti yang tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi
suatu perwakafan.

® Hasil Wawancara dengan Bapak Masdar selaku Kepala Desa Raman Aji, Kecamatan
Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Februari 2022.
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5. Adapun mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa,
Mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Raman
Utara terhambat dalam hal pembiayaan serta dari pihak keluarga dari
wakif yang sulit dihubungi untuk dimintai persetujuan mengenai
pensertifikatan tanah wakaf. Dari pihak tokoh masyarkat sendiri
mengusahakan agar tanah wakaf di desa yang ada di Kecamatan Raman
Utara untuk segera mensertifikatkan tanah wakaf mereka agar dapat
diketahui kejelasan statusnya dengan sesuai Hukum Islam maupun
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

6. Adapun cara dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, ialah
dengan mengoptimalkan pengelolaan dan fungsi sosial wakaf yang akan
menjadikan wakaf lebih produktif. Dan mengadakan tindakan sosialisasi
dengan mengundang pihak-pihak instansi keagamaan terkait, dan
diperlukan adanya pihak yang secara sukarela untuk mengikuti pendidikan
ataupun sekolah sebagai Nadzir di daerah-daerah yang dirasa belum tertib
dalam pencatatan administrasi wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa peran kepala
desa di Desa Raman Aji belum maksimal karena masyarakat masih banyak
yang belum memahami aturan-aturan dari pemerintah terkait dengan
pendaftaran tanah wakaf. Maka dari itu peran kepala desa sangat dibutuhkan
dalam menjembatani masyarakat khususnya desa Raman Aji Kecamatan
Raman Utara untuk melegalitaskan tanah wakafnya sesuai dengan peraturan
pemerintah No. 41 tahun 2004.

Selanjutnya mengenai peran Kepala Desa yang sudah dilakukan
menangani permasalahan terkait wakaf adalah Kepala Desa bersama dengan
perangkat desa lainnya selalu siap dalam memberikan pelayanan administrasi
di bidang apapun kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan,
Kepala Desa berperan sebagai penasehat dalam menangani setiap kasus yang
terjadi dalam masyarakat, Kepala Desa berperan sebagai mediator atau

penengah dalam mengatasi setiap masalah perwakafan yang ada, Kepala Desa

berperan sebagai saksi dalam proses eksekusi putusan pengadilan, dan Kepala
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Desa juga terkadang berperan menjadi partisipan dalam penyuluhan kepada
warga masyarakat tentang masalah pertanahan khususnya mengenai arti
pentingnya sertifikat tanah.

Sehingga dalam hal ini, pihak Kepala Desa di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan
perannya sebagai Kepala Desa telah berusaha semaksimal mungkin dalam
mewujudkan kepastian hukum khususnya mengenai perkara wakaf tanah.
Namun dalam praktiknya, adanya hambatan mengenai kondisi masyarakat
yang masih banyak belum mengetahui akan pentingnya sertifikasi tanah
wakaf. Serta kebanyakan pihak Nadzir (pengelola wakaf) kurang memahami
tentang tatacara perwakafan membuat masyarakat beranggapan wakaf
merupakan ibadah yang tidak perlu dipamerkan kepada siapapun.

Adanya asumsi tersebut serta ketidaktahuan masyarakat mengenai
pentingnya sertifikasi tanah wakaf, membuat peran Kepala Desa di Desa
Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dalam
mewujudkan kepastian hukum mengenai perkara tanah wakaf menjadi tidak
maksimal. Untuk mencapai kepastian hukum hak atas tanah khususnya tanah
wakaf dibutuhkan peran dan dukungan baik dari warga masyarakat maupun
juga dari pihak pemerintah sendiri seluruhnya dapat saling bekerjasama guna
tercapainya kepastian hukum hak atas tanah sebagimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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C. Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum
Berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2004 di Desa Raman Aji Kecamatan
Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak awal
masuknya Islam di Indonesia, namun pada pelaksanaannya masyarakat masih
banyak yang belum paham perihal aturan mengenai pelaksanaan pendaftaran
tanah wakaf.°

Dengan demikian wakaf dalam pelaksanaannya mempunyai dua
aspek, yaitu aspek agamis dan administratif. Sebagai suatu lembaga kebajikan
dan sosial dalam Islam sudah sepatutnya pelaksanaan perwakafan tanah
dilakukan dengan mengikuti ketentuan agama, namun untuk menjaga
keabsahannya dan guna menjaga kelestariannya seharusnya pelaksanaan
perwakafan tanah juga harus mengikuti langkah administratif, yaitu
mengikuti semua tata cara yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah yang
terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
wakaf.”

Jika melihat kondisi Indonesia yang memiliki potensi umat muslim
terbanyak, maka Indonesia dalam hal ini memiliki potensi besar dibidang
wakaf untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan ekonomi. Jika

penduduk Indonesia sadar akan wakaf dan berwakaf rutin, maka hasil dari

wakaf tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dengan

® Asni, “Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia,” Jurnal Al-‘Adl 7, no. 2 (Juli
2014), 5.

7. Muhammad Alfin Syauqi, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk
Kesejahteraan Umum,” Jurnal Kanun Ilmu Hukum 63, No. 16, 372.
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mudah, setidaknya kebutuhan pokok penduduk Indonesia sudah tidak lagi
kekurangan.®

Maka dari itu, dibuatlah peraturan hukum dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang ini merupakan UU terbaru yang
mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Undang-Undang ini memuat
beberapa ketentuan baru yang lebih lengkap dan sesuai dengan problematika
praktik perwakafan yang ada di Indonesia.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum,
perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak
hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga
berpotensi dapat lebih produktif untuk pembangunan perekonomian di
Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu
dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini,
membawa manfaat seperti dapat lebih memajukan lagi perkembangan wakaf
di Indonesia karena substansi dari undang-undang ini dinilai cukup kreatif,
inovatif, akomodatif dan aktual. Serta memberikan dampak positif baik di
bidang pendidikan maupun ekonomi. Dalam hal ekonomi wakaf dapat
digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan di sebuah
negara, mengingat wakaf berpotensi besar jika diterapkan.

Ditambah lagi dengan hadirnya peraturan pelaksananya yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

8 Medias, Fahmi. 2010. “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” La_Riba 4,
no. 1: 71-86, 129.
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Undang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak
Selain Uang. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengaturan Wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan
bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta
Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun
peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf.

Atas dasar lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang
Wakaf, artinya pemerintah berupaya memfokuskan perhatiaannya pada
penataan administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif
(pewakaf), nadzir (pengelola) dan maukuf ‘alaih (obyek wakaf) serta
mendorong pemanfaatan asset aset wakaf yang tidak produktif menjadi
berdaya guna dan berhasil guna. Selain daripada itu juga harus memfasilitasi

penyelesaian pensertifikatan wakaf tanah yang belum bersertifikat dengan
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bantuan anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Lampung. Bersama-sama Seksi Bimas Islam Melaksanakan pendataan,
sosialisasi dan pembinaan kepada Nazhir, PPAIW, dan Ormas Islam.

Relevansi dari implementasi UU tersebut tentu akan mampu
menjadikan wakaf tanah yang punya lahan untuk ditingkatkan menjadi wakaf
produktif, seperti mengadakan gedung serba guna atau gedung pernikahan
muslim. Hal ini perlu dikelola secara profesional, untuk itu tuntutan nazhir
yang mempunyai kompetensi merupakan suatu yang urgen, di mana dapat
memaksimalkan pengelolaan tanah wakaf sehingga menjadi produktif.

Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, tentu dapat membantu pekerjaan pemerintah
yang mana harus berperan aktif berdasarkan UU tentang Wakaf dalam upaya
mengoptimalisasikan pengelolaan wakaf tanah masjid di Kecamatan Raman
Utara Kabupaten Lampung Timur. Pentingnya regulasi hukum tentang wakaf
tersebut yakni Pasal 4 dan pasal 5 yang menjelaskan bahwa wakaf bertujuan
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya; wakaf berfungsi
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.’

Persoalan wakaf dan perwakafan, dalam tradisi masyarakat mungkin
tidak asing lagi terdengar di telinga. Sebab tradisi perwakafan ini sudah

Persoalan wakaf dan perwakafan, dalam tradisi masyarakat mungkin tidak

°  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 4
dan Pasal 5.
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asing lagi terdengar di telinga. Sebab tradisi perwakafan ini sudah.®® Selama
ini Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih
bersifat konvensional atau lebih dikenal sistem kepercayaan, masyarakat
hanya menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang kredibel dan
mampu untuk mengelola wakaf dengan sistem kepercayaan atau di bawah
tangan.

Seperti permasalahan terkait dengan wakaf tanah masjid yang ada di
Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur,
dalam proses ikrarnya terjadi di hadapan wakif secara lisan dan tidak tertulis
karena semata-mata hanya mengharapkan rida Allah. Maka proses
pendaftarannya di Kantor Urusan Agama sedikit berbeda. Jika wakaf baru
dengan dibuatkan akta ikrar wakaf. Wakaf lama dibuat surat laporan dari
nazhir lama yang diperkuat surat kesaksian Kepala Desa setempat.

Hal ini dilakukan dengan alasan faktor kepercayaan dan rasa ta’'dzim
terhadap orang yang ditokohkan menjadi proses peralihan dari tanah yang
tadinya berstatus Hak Milik menjadi Tanah Wakaf. Praktik semacam ini
tentunya sangat rentan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat,
karena faktor legalitas tanah wakaf hanya di bawah tangan dan hanya
berdasarkan kepercayaan saja. Sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf
tidak terpelihara sebagaimana mestinya, beralih fungsi, terlantar atau beralih

ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian

10 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Cet. II, 1.
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sangatlah merugikan masyarakat, karena tanah wakaf tidak akan berjalan
sebagaimana mestinya dan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

Ironinya lagi wakaf oleh sebagian orang dianggap sebagai asset yang
sangat menguntungkan untuk kepentingan pribadi atau bahkan dianggap asset
yang bisa diperjualbelikan yang manfaatnya hanya bisa dimanfaatkan oleh
segelintir orang saja, kondisi terakhir ini jelas sangat bertentangan dengan
tujuan dan fungsi wakaf yang diatur dalam Pasal 4 dan pasal 5 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Pertentangan ini akan
berdampak buruk bagi tradisi wakaf juga akan menodai nilai-nilai luhur
agama Islam yang mengkategorikan wakaf sebagai bentuk ketaaatan manusia
kepada sang pencipta juga sebagai salah satu sarana untuk memajukan
kesejahteraan umum.

Dalam hal ini, telah terjadi permasalahan di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur mengenai wakaf tanah.
Maka dari itu, perlu tindakan dari aparatur setempat salah satunya yaitu peran
dari Kepala Desa. Dikarenakan Kepala Desa dalam kehidupannya sehari-hari
selalu berhubungan dengan warga masyarakat. Sifat gaya kepemimpinan
yang menggabungkan integritas moral dan sikap kebapakan dengan otoritas
dan disiplin yang kuat merupakan suatu yang melekat erat pada Kepala Desa,
menempatkannya pada posisi sebagai tokoh dan menjadi suri tauladan bagi
semua warga masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya.

Sebagai akibatnya setiap anjuran dan nasehatnya selalu dianut dan

dipatuhi oleh warga masyarakat. Kepala Desa merupakan pejabat/aparat
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pemerintah yang paling tahu segala peristiwa/keadaan yang terjadi di wilayah
kekuasaannya, termasuk peristiwa-peristiwva yang menyangkut adanya
perwakafan tanah di wilayahnya. Jika terjadi permasalahan antar warga,
Kepala Desa selalu dimintai nasehat dan pendapatnya untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.

Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang
administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ
pemerintahan yang paling bawah mengetahui sacara pasti segala kondisi dan
permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah
kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah
dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah selaras dengan hal itu
peraturan pemerintah No.41 tahun 2004 tentang wakaf juga telah mengatur
tentang peran kepala desa dalam perwakafan sebagai mana tertera dalam
pasal 48 dan pasal 49 ayat 2 UU no 41 tahun 2004.

Pada UU tersebut dalam Pasal 48 di jelaskan bahwa:**

“Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah

dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan

pemerintah daerah setempat.”

Maksudnya Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, secara
spesifik dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2), bahwasanya:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi

1 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 48 dan 49.
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Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para
ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.”

Maksudnya adalah dalam pelaksanaan tugas mengenai wakaf, Badan
Wakaf Indonesia, dapat melakukan kerjasama dengan beberapa instansi
terkait yang ada di pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, dan yang
dipandang perlu. Tentu dalam hal ini pihak terkait yang dimaksud ialah pihak
yang berwenang yang memiliki tanggung jawab di desanya salah satunya
yaitu pihak dari Lembaga KUA selaku pemangku jabatan sebagai penerima
wakaf (Nadzir), pihak Kepala Desa (Lurah), RW, RT, dan beberapa
perangkat desa lainnya.

Mengenai permasalahan wakaf tanah ini, pihak masyarakat dari Desa
Raman Aji Kecamatan Raman Utara menjadikan Kepala Desa sebagai
penentu setiap keputusan dalam segala kegiatan masyarakat. Hal ini
seharusnya kepala desa dapat menjembatani masyarakatnya dalam berbagai
kondisi dan kegiatan.salah satunya adalah melegalkan tanah wakaf sesuai
dengan peraturan pemerintah No. 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf. Hal
demikian penting guna menegaskan adanya paradigma baru wakaf serta
sebagai instrument hukum pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf
kearah produktif.

Berdasarkan adanya aturan tersebut maka dengan adanya penerapan
pencatatan atau sertifikasi wakaf terklasifikasi hukum wajib, sehingga apabila
saat ini masih ada tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya

belum dicatatkan, haruslah segera dicatatkan, karena pencatatan perbuatan
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hukum wakaf ini untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian
hukum bagi wakif, nazhir dan harta yang diwakafkan.

Pelaksanaan peran Kepala Desa yang ada di Desa Raman Aji, jika
melihat kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,
Mengenai problematika wakaf dalam hal tanah tidak jelas kepemilikannya
biasanya terjadi ketika wakif meninggal dunia dan ahli waris banyak
sedangkan wakaf hanya diikrarkan secara lisan.

Maka seharusnya dari ahli waris menunjuk salah satu ahli waris untuk
mencantumkan namanya disertifikat hak milik tersebut. Tetapi
permasalahannya kadang tidak semudah yang diharapkan. Karena bisa saja
ahli waris berebut untuk mencantumkan Namanya disertifikat tersebut. Dalam
hal ini maka KUA setempat menyerahkan kepada ahli waris untuk
menentukannya dengan dimediasi Kepala Desa dan tokoh masyarakat
setempat. Proses mediasi tersebut bertujuan agar ahli waris sepakat untuk
mencantumkan salah satu nama ahli waris disertifikat tanahnya sehingga
kepemilikan atas tanah semakin jelas dan mempermudah proses dalam
legislasi tanah wakaf.

Sedangkan, permasalahan selanjutnya adalah dikuasainya tanah wakaf
secara turun temurun oleh nazhir. Kondisi ini tentunya akan terjadi kerancuan
dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dan tentunya proses pelestarian
harta wakaf pun tidak tepat sasaran. Karena hasilnya digunakan untuk

kepentingan pribadi bukan umat. Faktor yang menyebabkan adalah ahli
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waris, nazhir menganggap bahwa tanah wakaf tersebut adalah tanah waris
yang bisa dirasakan turun temurun oleh keluarga nazhir.

Sehingga pengeloaan tanah wakaf tersebut diperlakukan sebagai tanah
pribadi atau tanah hak milik. Faktor lain yang menyebabkan masalah ini
kurangnya pahamnya nazhir akan tujuan wakaf yang sebenarnya, di samping
tidak adanya legalitas wakaf yang menyebabkan harta wakaf tersebut dikuasai
secara temurun oleh ahli waris nazhir setelah nazhir meninggal dunia.
Sehingga dapat disimpulkan kedudukan hukum tanah wakaf sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak
kuat, karena faktor legalitas ikrar masih bersifat lisan (di bawah tangan),
tentunya riskan terhadap timbulnya permasalahan- permasahan, sudah
dipastikan dapat menghambat dalam pengelolaan dan pengembangan tanah
wakaf itu sendiri.

Adapun agar terciptanya sistem pemerintahan yang sesuai dengan
peraturan hukum yang berlaku terkait dengan wakaf, sehingga dapat
mencapai tujuan daripada wakaf ini dan menjadi pengelolaan yang optimal di
Desa Raman Aji. Maka dalam hal ini, perlu dilakukan beberapa langkah,
yaitu dalam melakukan pengoptimalisasian pengelolaan wakaf tanah harus
didukung oleh program pemerintah dengan melakukan pendataan tanah
wakaf di KUA Kecamatan Raman Utara, perlu adanya perhatian berupa
tindakan sosialisasi dari penyuluh ke-agamaan ataupun pemberian fasilitas
seperti bimbingan bagi PPAIW (Pejabat Pembuat Akta lkrar Tanah) dan

nazhir yang ada di Desa Raman Aji, memfasilitasi penyelesaian
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pensertifikatan wakaf tanah yang belum bersertifikat dengan bantuan
anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Petunjuk di atas memberikan arahan bahwa pemerintah harus
berperan  aktif berdasarkan UU tentang Wakaf dalam upaya
mengoptimalisasikan pengelolaan wakaf tanah di Lampung Timur.
Pentingnya regulasi hukum tentang wakaf tersebut yakni Pasal 4 dan pasal 5
yang menjelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf
sesuai dengan fungsinya; wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat
ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum.*?

Atas dasar lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang
Wakaf, artinya pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada
penataan administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif
(pewakaf), nadzir (pengelola) dan maukuf ‘alaih (obyek wakaf) serta
mendorong pemanfaatan asset aset wakaf yang tidak produktif menjadi
berdaya guna dan berhasil guna. Selain dari pada itu juga harus memfasilitasi
penyelesaian pensertifikatan wakaf tanah yang belum bersertifikat dengan
bantuan anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Lampung. Bersama-sama dengan pihak instasi/Lembaga keagamaan terkait
dalam melaksanakan pendataan, sosialisasi dan pembinaan kepada Nazhir,

PPAIW, dan Ormas Islam.

12 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 4 dan Pasal 5.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 UU No. 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, maka Peneliti berpendapat bahwa pencatatan
perbuatan hukum wakaf adalah wajib, sehingga apabila saat ini masih ada
tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya belum dicatatkan,
haruslah segera dicatatkan. Karena pencatatan perbuatan hukum wakaf ini
untuk memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi wakif,
Nazhir dan harta yang diwakafkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masih
banyak tanah wakaf di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara yang belum
memiliki sertifikat yang menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Dari
data yang diperoleh tanah wakaf yang telah tercatat sebagai tanah wakaf dari
tahun 2014-2022 hanya satu yang tercatat di PPAIW. Tanah wakaf yang
belum bersertifikat ini menjadi salah satu kendala penyalahgunaan tanah
wakaf.

Dengan masalah-masalah tanah wakaf yang terjadi saat ini dapat di
simpulkan bahwa sertifikat tanah-tanah wakaf tersebut harus dilakukan dalam
rangka untuk memberikan suatu kepastian hukum dan setidaknya dapat
mencegah adanya sengketa tanah wakaf, sehingga diharapkan tidak lagi
terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dan untuk mewujudkan pengakuan dan
perlindungan di maksud, maka tanah-tanah wakaf yang telah ada dan praktek
perwakafan tanah yang terjadi di masyarakat harus di tertibkan.

Tindakan pencatatan, pengelolaan secara tertib, serta pembuatan

sertifikat secara jelas, hal demikian dilakukan guna memudahkan pengawasan
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dan memberikan bimbingan terhadapnya agar baik praktek perwakafan tanah
itu sendiri dapat di lakasanakan sebagaimana mestinya dan dapat dihasilkan
tujuan wakaf secara optimal dan dalam hal ini perlu adanya optimalisasi
peran Kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara untuk lebih
memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya Desa
Raman Aji Kecamatan Raman Utara.

Maka dalam hal ini, terkait dengan adanya permasalahan tanah wakaf
yang terjadi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur, dirasa peran dari pihak Kepala Desa dalam mewujudkan
kepastian hukum yang didasarkan pada PP. No. 41 Tahun 2004 masih belum
optimal. Adapun langkah yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa guna dapat
memberikan peran yang optimal didalam dalam mewujudkan kepastian
hukum mengenai permasalahan tanah wakaf, yaitu dimulai dari pihak Kepala
Desa yang bekerjasama dengan pihak KUA Desa Raman Aji Kecamatan
Raman Utara harus lebih aktif dalam melakukan pencatatan dalam hal wakif,
ahli warisnya, nadzir dan anak keturunannya maupun warga masyarakat agar
segera melaporkan dan mendaftarkan perwakafan tanah kepada KUA
setempat.

Selanjutnya, langkah yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa guna
dapat memberikan peran yang optimal yaitu pihak Kepala Desa sebagai
bagian dari aparat pemerintah dalam hal ini termasuk juga Camat, aparat dari
Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

harus dapat memberikan suri tauladan kepada warga masyarakat luas. Yang
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mana di dalam prakteknya seringkali ditemukan kasus-kasus dimana oknum-
oknum  tertentu yang seharusnya memainkan peran  sebagai
pelaksana/penegak  hukum yang baik, justru melanggar dan
menyelewengkannya. Akibatnya kepercayaan warga masyarakat terhadap

kekuatan peraturan hukum yang ada berangsur-angsur menjadi hilang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perannya sebagai Kepala Desa di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pihaknya telah
berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan kepastian hukum
khususnya mengenai perkara wakaf tanah. Namun dalam praktiknya,
masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya
sertifikasi tanah wakaf. Serta kebanyakan pihak Nadzir (pengelola wakaf)
kurang memahami tentang tatacara perwakafan membuat masyarakat
beranggapan wakaf merupakan ibadah yang tidak perlu dipamerkan
kepada siapapun. Adanya asumsi tersebut serta ketidaktahuan masyarakat
mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf, membuat peran Kepala
Desa di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara dalam mewujudkan
kepastian hukum mengenai perkara tanah wakaf menjadi tidak maksimal.

2. Terkait dengan adanya permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Desa
Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dirasa
peran dari pihak Kepala Desa dalam mewujudkan kepastian hukum yang
didasarkan pada PP. No. 41 Tahun 2004 masih belum optimal. Adapun

langkah yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa guna dapat memberikan
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peran yang optimal didalam dalam mewujudkan kepastian hukum

mengenai permasalahan tanah wakaf, yaitu dimulai dari pihak Kepala

Desa yang bekerjasama dengan pihak KUA Desa Raman Aji Kecamatan

Raman Utara harus lebih aktif dalam melakukan pencatatan untuk dapat

melaporkan dan mendaftarkan perwakafan tanah kepada KUA setempat.
B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan dan pembinaan secara rutin kepada Kepala Desa
dan warga masyarakat di bidang pertanahan dan perwakafan oleh instansi
terkait dalam hal ini, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten setempat
dan Kantor Departemen Agama Kabupaten setempat beserta jajaran
instansi di bawahnya yaitu Kantor Urusana Agama setempat.

2. Untuk mencapai kepastian hukum hak atas tanah khususnya tanah wakaf
dibutuhkan peran dan dukungan baik dari warga masyarakat maupun juga
dari pihak pemerintah sendiri seluruhnya dapat saling bekerjasama guna
tercapainya kepastian hukum hak atas tanah sebagimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Perlu adanya suatu peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan
dengan pengelolaan perwakafan (nadzir wakaf) agar bermanfaat bagi
masyarakat luas dan jika terjadi suatu masalah, sehingga dapat
memberikan pelayanan serta meningkatkan kepercayaan warga
masyarakat akan adanya ketetapan hukum di dalam PP. No. 41 Tahun

2004 mengenai wakaf.
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJlI
KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara (Interview) wakaf di Desa Raman Aji

1. Wawancara Dengan Kepala Desa Raman Aji

2.

a.

Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah wakaf di Desa
Raman Aji?

Bagaimana peran kepala desa dalam hal pendaftaran tanah wakaf di
Desa Raman Aji?

Bagaimana peran kepala desa dalam upaya penyelesaian sengketa tanah
wakaf di Desa Raman Aji?

Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi pleh kepala desa dalam
mewujudkan kepatian hukum wakaf tanah di Desa Raman Aji?
Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

mewujudkan kepastian hukum wakaf tanah di Desa Raman Aji?

Wawancara Dengan wakif di Desa Raman Aji

a.

b.

Apa tujuan anda berwakaf Desa Raman Aji?

Apakah wakaf yang anda berikan sudah dikelolah dengan optimal ?
Apakah wakaf anda sudah sesuai dengan syari’at islam?

Apakah wakaf yang anda berikan sudah memberikan manfaat pada
masyarakat di Desa Raman Aji?

Bagaimana peran kepala desa dalam wakaf di Desa Raman Aji?



3. Wawancara Dengan nazir di desa Raman Aji

a.

b.

Bagaimana wakaf yang sesuai dengan Syari’at Islam?

Apakah wakaf tanah yang ada di Desa Raman Aji sudah sesuai dengan
Syari’at Islam?

Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Desa Raman
Aji?

Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat
di Desa Raman Aji?

Bagaimana pengelolahan wakaf tanah yang ada di Desa Raman Aji?
Bagaimana optimalisasi pengelolahan wakaf tanah di Desa Raman Aji?
Bagaimana peran kepala desa dalam wakaf tanah di Desa Raman Aji?
Apakah peran kepala desa sudah optimal dalam mewujudkan kepastian

hokum wakaf tanah di Desa Raman Aji

B. Dokumentasi

1. Profil Raman Aji Kecamatan Raman Utara

2. Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa, Wakif Dan Nazir Di Desa

Raman Aji
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2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan
selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasi

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan
glembagaan,[Ej
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';. "3' ' T -
Zumaroh S.E.|l, M.E.Sy
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SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1180/In.28/S/U.1/0T.01/09/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RANI FEBRI SAFITRI
NPM : 1602090129
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090129

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas
administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro~30 September 2022
mﬂaﬂPér\pustakaan

o
):“,‘ )

MN\,, -
P $

Dr As@d/S. Ag., S. Hum., M. H@
Nlpﬁaﬁsosos 200112 1 002



D KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Q u ? INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

I l Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)
No.B-314/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/2/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RANI FEBRI SAFITRI
NPM : 1602090129
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen . Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN

KEPASTIAN HUKUM PADA WAKAF TANAH DI DESA RAMAN AJI
KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan
(similarity check) menggunakan aplikasi Turnitin, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Metro, 22 Februari 2023

Ketua Program Studi
@ Ekonomi Syariah (Muamalah),
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Perwakafan di Indonesia Y
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Senin,27 2). Kalimatnya anda perbaiki bila dalam
Agustus pembagian sumber data dipilih menjadi
2021 data primer dan sekunder maka akan

salah.sebab sumber data dan data
berbeda.sumber data akan menghasilkan
data sumber data tempat dimana data
diperoleh sedangkan data itu informasi
dan respon yang diperboleh dari sumber
datanya perbaiki.

3). Dokumentasi itu bukan hanya foto
saat kalian melakukan aktivitas
penelitian. Tapi jelaskan dokumen apa
yang anda jadikan sumber dan akan =
anda kumpulkan dari lokasi penelitian. ¢
Jelaskan.

4).Tolong agar dioperasionalkan.
Misalnya observasi pada penelitian anda
digunakan untuk apa dan pada saat apa
nanti. Wawancara juga dijelaskan
sebagai tekhnik pengumpulan data yang
akan peneliti gunakan untuk mencari
data apa dan dengan siapa. Jadi jelas

hasil yang diperoleh
Dosgn Pembimbing
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langsung “peran kepala desa”
lalu didalamnya anda uraian
pengertian dan konsep peranb
secara bahasa lau kaitkan dengan
peran yang dilakukan oleh
seorang atas nama instansi dalam
hal ini adalah kepala desa.

2) Uraian pengertian kepala desa
menurut aturan yng =
berlaku Lalu anda ¢
kolaborasikan konsep peran
kepala desa Seperti apa kaitkan
dengan tugas dan fungsi kepala
desa Pada sub B dari landasan
teori ini, karna terkait dengan
peran kepala desa maka anda
masukkan “tugas dan fungsi
kepala desa berdasarkan undang-
undang Pada uraian peran dan
fungsi ini anda kaitkan juga
dengan bentuk perannya
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